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Kepatuhan partai politik untuk menerapkan kuota perempuan 30 % di DPR Rl masih merupakan suatu
proses panjang dengan Pemilu 2004 sebagai titik awal. Pengertian kuota adalah penetapan jumlah tertentu,
dimana kuota sebagai affirmative action diperlukan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan,
kliususnya lembaga legidatif, yang merupakan penentu kebijakan umum, anggaran negara, dan legislasi.
Namun demikian, apakah partai-partai politik peserta Pemilu (Golkar, PDI-P dan PKB) dalam penyusunan
dan pengajuan calon anggota DPR RI telah memenuhi ketentuan kuota perempuan 30%? Jikatelah
memenuhi ketentuan kuota perempuan 30% dalam pencal onan anggota legidatif, apakah perempuan calon
anggota yang digjukan diletakkan pada urutan calon jadi? Inilah pertanyaan permasal ahan yang hendak
dijawab dalam penulisan tesisini. Hal ini menarik untuk diteliti, terulama jika dikaitkan dengan dominasi
budaya partriarki selamaini yang menekankan pada superioritas laki-laki dimana perempuan ditempatkan
pada posisi inferior.

Pembahasan difokuskan pada kepatuhan Partai Golkar, PKB dan PDT-P terhadap pemberlakuan kuota
perempuan 30 % bagi caleg DPR RI. Pembahasan akan antaralain akan ditinjau dari sudut pandang teori
Simone de Beauvoir dan hubungannya dengan budaya patriarki, teori participatory democracy Iris Marion
Y oung tentang ketidakadilan struktur, serta pola rekrutmen pada partai politik. Akan dianalisis sistem
seleks caleg dan penempatan nomor unit, perbandingan strategi ketiga parpol, serta pencapaian dari
persebaran caleg perempuan partai Golkar, PDI-P dan PKB dalam memenuhi kuota perempuan 30% bagi
caleg DPR RI. Adapun pemilihan ketiga partai sebagai objek penelitian dikarenakan ketiga partai adalah
pemenang Pemilu 2004 yang meraih suara terbanyak.

Sebagal studi kualitatif, penulisan tesis ini menggunakan data primer berupa hasil wawancara mendalam
terhadap informan, dalam hal ini terdiri dari pengurus DPP dan anggota DPR RI dari parpol terkait, serta
aktifiis perempuan. Selain itu, juga digunakan data sekunder dari berbagai literatur. Teknik analisis data
penulisan tesis adalah analisis domain. Adapun perdebatan utama dalam tesis ini adalah apakah pencalonan
perempuan sebagai calon anggola DPR hanya sekedar memenuhi kuota perempuan 30% tanpa
memperhatikan nomor urut, dan apa sebenarnya kendala utama yang dihadapi ketiga parpol dalam upaya
mendukung pemberlakuan kuota perempuan perempuan 30 % bagi caleg DPR RI.

Berdasarkan kuantitas caleg perempuan, ketiga partai sekilas terlihat sudah mempunyai political will (itikad
politik), dengan banyaknya caleg perempuan dalam daftar caleg mereka. Golkar dan PDI-P mempunyai
komposisi perempuan 28,3 % pada daftar caleg mereka, sementara PKB bahkan mencapai 37,6%. Namun
demikian, sebagian besar caleg perempuan tersebut hanyalah menempati nomor unit bawah yang disebut
banyak orang sebagai "nomor sepatu”, dan akhirnyatidak jadi terpilih menjadi anggota DPR RI. Dengan
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katalain, bisa dikatakan political will yang ditunjukkan oleh parpol dan pemerintah masih sebatas wacana
atau basa-basi.

Adapun implikasi teoritis adalah berdasarkan teori jender dari Simone de Beauvoir. ketidaksungguhan laki-
laki memberikan kesempatan lebih banyak kepada perempuan dalam dunia politik disebabkan oleh
sosialisas jender, yaitu "naskah" pembagian peran yang kita mainkan bahwa ruang publik adalah milik laki-
laki, dan perempuan hanyalah di ruang domestik. Jika ditilik dari teori participatory democracy” Iris Marion
Y oung, keadaan ini bisa dikategorikan sebagai dominasi (kaum laki-laki) dan penindasan (terhadap kaum
perempuan) yang disebabkan karena ketidakadilan struktur.

<hr><i>The obedience of political party to apply women quota 30% at Indonesian Parliament (DPR RI),
still hasto go along way. General Election 2004 is definitely not afinal destination, but a starting point
instead. The definition of women quotais mainly to set the certain quantity, and as an affirmative action,
guota is needed to raise women representation, especialy in parliament which has an important role to set
public policy, nation budget, and legislation. However, are political partiesinvolved in general election 2004
(Golkar Party, PDI-P, and PKB) have been accomplishing women quota 30% in arranging their legislative
candidates? If they have fulfilled the requirement, are the women candidates placed on winnable numbers?
These are predicament questions that would be answered in this thesis, based on the angle of the patriarchy
culture that emphasized men superiority that place women in inferior position

The analysis will be focused on the obedience of Golkar Party, PKB, and PDI-P in complying the
application of women quota 30% for legidlative candidates at Indonesia Parliament (DPR RI). The analysis
will be done from the angle of Simone de Beauvaoir's jender theory and the connection to patriarchy culture,
participatory democracy of Iris Marion Y oung concerning structure injustice, and recruitment pattern of
political parties. Also, it will be analyzed the selection of legidlative candidates and the placed number, the
comparison of strategy of the three political parties, and the spread of women legislative candidates from
Golkar, PDI-P and PKB in complying women quota 30% for legislative candidates at Indonesian
Parliament. Moreover, the three political parties have been chosen as the research object because they are
the three winners that get most votes in General Election 2004.

Asaqualitative research, this thesis use primary data which is in-depth interview with informant from
concerned political parties, and secondary data from various literatures. Astechnical data anaysisis used
domain analysis. The main argument in thisthesisis whether or not the placement of women legidlative
candidates is only to fulfill women quota 30% without paying attention to the placement number? And what
main barriers the three political parties face to in comply the application of women quota 30% for legidative
candidates at |ndonesian Parliament.

Based on the quantity of women legislative candidates, Golkar, PDI-P, and PKB has shown their political
will to support the quota. Golkar and PDI-P have composition 28,3% women in their legislative candidates
lists. PKB is even better with 37,6 women legid ative candidates, often labeled as "shoes number, resulting
they are not elected as the parliament member. Fn other words, the political will that has been shown either
by political parties or government, isonly atheory so far.



In addition, the theoretical implication is based on gender theory from Simone de Beauvoir. Regarding the
hesitation of men to give more women more opportunitiesin politicsis basically caused by the gender
socialization. It islike a"script” that divided our role we play; public spaces are for men, while women are
only placed in domestic spaces. If it is reviewed form participatory democracy from Iris Marion Y oung, this
condition could be defined as a domination (of men) and oppression (toward women) that caused by

structure injustice.</i>



